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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Stn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani  yang memeriksa dan mengadili  perkara  Cerai

Gugat pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Hakim  Tunggal  telah  menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT,  umur  39  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Pedagang  Online,  tempat  kediaman  di  xxxxx,  Provinsi  Papua,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengusaha

Furniture,  tempat  kediaman  di  xxxxx,  Provinsi  Jawa  Tengah,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  18

November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  0130/Pdt.G/2019/PA.Stn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah hari sabtu tanggal xxx M.

Bertepatan pada xxx H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten

Jepara, Provinsi Jawa Tengah sesuai kutipan akta nikah Nomor xxx, tanggal

xxx. 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal  di  Badengan  ujung  tumpuk  selama  12  Tahun  dan  berakhir  tinggal

bersama pada 2014;  
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3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

berhubungan  sebagaimana  layaknya  suami  isteri,  dan  dikaruniai  3  orang

anak;  

a. Anak pertama, Umur 17 tahun 

b. Anak kedua, Umur 12 Tahun 

c. Anak ketiga, Umur 5 Tahun 

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat

telah  mengalami  keretakan  dengan  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran

sejak 2013 yang disebabkan karenal;  

a. Penggugat  dan  Tergugat  sering  bertengkar  dikarenakan

permasalahan hutang 

b. Adanya pihak ketiga dari pihak Penggugat 

5. Bahwa  puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada  2014,  dimana  Penggugat  meminta  pisah  dengan

Tergugat  dan Penggugat  pergi  meninggalkan Tergugat  dikarenakan  hutang

dan adanya pihak ketiga dari Penggugat. 

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2014

hingga saat ini;  

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati

namun tidak berhasil;  

8. Bahwa  Penggugat  bersedia  membayar  seluruh  biaya  perkara  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;  

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama Sentani  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat 

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

penggugat (PENGGUGAT) 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

Subsider :

Atau  bilamana  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  berpendapat  lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya; 
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Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil  atau

kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  Hakim  telah  berusaha  menasihati  Penggugat  agar  bersabar  dan

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat,  namun usaha tersebut

tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya  pemeriksaan perkara  dilakukan  dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di

persidangan,  maka  jawaban  Tergugat atas  gugatan  Penggugat tidak  dapat

didengarkan;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  KUA Kecamatan  xxx,

Kabupaten Jepara, Nomor xxx, tanggal xxx, bukti  surat tersebut bermeterai

cukup, telah di nezegelen dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi kode

bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha

warung makan, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Jayapura, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  sebagai  anak  angkat  sejak

kurang lebih 5 tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan

cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat karena sejak saksi mengenal

Penggugat sudah tidak pernah bersama Tergugat;
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- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)

orang anak namun yang ikut bersama Penggugat adalah anak yang

ketiga;

- Bahwa  Penggugat  mengajukan  cerai  terhadap  Tergugat  karena

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena

Tergugat  mempunyai  banyak  hutang  namun  Tergugat  tidak

bertanggungjawab  sehingga  Penggugat  bekerja  untuk  melunasi

hutang-hutang Tergugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  dari  cerita  Penggugat  tentang  masalah

rumah  tangganya,  karena  saksi  sudah  dianggap  sebagai  orang  tua

angkat Penggugat;

- Bahwa  oleh  karenanya  Penggugat  merantau  ke  Sentani  untuk

mencari pekerjaan dan tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3

(tiga) tahun

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

sejak tahun 2014 atau kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa  sejak  pisah  tempat  tinggal  Tergugat  tidak  pernah  datang

menjenguk Penggugat, dan tidak pernah mengirimkan nafkah, bahkan

Penggugat yang mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membayar

hutang-hutang Tergugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  hal  tersebut  karena  Penggugat  pernah

tinggal bersama saksi kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa  saksi  sudah  berupaya  menasihati  Penggugat  agar  rukun

kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI  II,  umur  29  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  D1  Keperawatan,

pekerjaan  Swasta/Online  Shop,  bertempat  tinggal  di  xxxxx,  Kabupaten

Jayapura,  di  bawah  sumpah,  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  sebagai  kakak  angkat

sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan

cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat karena sejak saksi mengenal

Penggugat sudah tidak pernah bersama Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0130/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)

orang anak namun yang ikut bersama Penggugat adalah anak yang

ketiga;

- Bahwa  Penggugat  mengajukan  cerai  terhadap  Tergugat  karena

rumah tangganya sudah tidak harmonis, Tergugat mempunyai banyak

hutang namun Tergugat tidak bertanggungjawab sehingga Penggugat

merantau  ke  Sentani  dan  bekerja  untuk  melunasi  hutang-hutang

Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa  sejak  pisah  tempat  tinggal  Tergugat  tidak  pernah  datang

menjenguk Penggugat, dan tidak pernah mengirimkan nafkah, bahkan

Penggugat yang mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membayar

hutang-hutang Tergugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  hal  tersebut  karena  Penggugat  pernah

tinggal bersama saksi kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa  saksi  sudah  berupaya  menasihati  Penggugat  agar  rukun

kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi  tersebut Penggugat  menyatakan tidak

keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya  Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun

lagi;

Bahwa  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada

pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon

putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala  yang

tercantum  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun

telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya
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tersebut  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka  Tergugat harus

dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 149

Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat  (verstek), hal ini juga

sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Hakim

sebagaimana tersebut dalam Kitab Ahkam al Qur'an Juz II hal. 405 yang bunyinya

sebagai berikut;

حق              ل ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

له 

Artinya: "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian

tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim

dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia,  Hakim telah berupaya secara maksimal  menasihati  Penggugat  agar

rukun dan kembali  membina rumah tangganya dengan Tergugat,  namun usaha

tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

maka  upaya  perdamaian  melalui  mediasi sebagaimana  diperintahkan  melalui

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  sebagaimana  yang  telah

diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  16  tahun  2019,  menegaskan  bahwa

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri

itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri’;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-

dalil  yang  pada  pokoknya  bahwa  sejak  tahun  2013  antara  Penggugat  dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain

karena masalah hutang dan ada pihak ketiga dari  Penggugat  dan sejak tahun

2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
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Menimbang,  bahwa terhadap alasan  pokok Penggugat  tersebut,  Tergugat

tidak  dapat  didengarkan  keterangan  atau  jawabannya,  maka  hakim  menilai

Tergugat dianggap sebagai pihak yang telah mengakui dalil pokok Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  merupakan  perdata  khusus

dibidang  perkawinan  sebagaimana  maksud  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan bukti surat yaitu bukti P., dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang

berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai

serta bermaterai cukup dan telah dinazegelen petugas pos, bukti tersebut telah

sesuai dengan pasal 285 R.Bg  dan  pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Nomor  13  Tahun  1985  jo  pasal  1  huruf  (e)  dan  pasal  2  ayat  (1)  Peraturan

Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Bea  Meterai,

maka  majelis  menilai  bukti-bukti  tersebut  baik  formal  maupun  materil  dapat

diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  asli  bukti  P  yang  berupa  Kutipan  Akta  Nikah  yang

merupakan  akta  otentik,  dan  fotokopi  akta  tersebut  telah  diajukan  dalam

persidangan, sebagai bukti tertulis, telah dinazegeling, dan cocok dengan aslinya,

serta  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  perkawinan  pada  tanggal  xxx yang  tercatat  di  Kantor  Urusan

Agama  (KUA)  Kecamatan  xxx,  Kabupaten  Jepara,  dan  bukti  tersebut  tidak

bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga

Pengadilan  berpendapat  bukti  P  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan

materiil  pembuktian,  sehingga  alat  bukti  tertulis  tersebut  mempunyai  kekuatan

yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa sesuai bukti  P tersebut diatas terbukti  Penggugat dan

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai,

sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  membuktikan  peristiwa  pokok

diajukannya perkara ini  yakni dengan mengajukan dua orang saksi yang dapat

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  tersebut  telah  disumpah dan memberikan

keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan

saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal
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171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan

keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  Penggugat

diperoleh  keterangan  mengenai  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3

(tiga) orang anak;

2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis

karena Tergugat mempunyai banyak hutang namun tidak bertanggungjawab

dan yang melunasi hutang adalah penggugat;

3. Bahwa antara  Penggugat  dan Tergugat  telah pisah tempat  tinggal  sejak

kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;

4. Bahwa  sejak  pisah  tempat  tinggal,  Tergugat  tidak  pernah  menjenguk

Penggugat  dan tidak  pernah mengirimkan nafkah bahkan Penggugat  yang

mengirimkan uang untuk membayar hutang-hutang Tergugat;

5. Bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah saksi kurang lebih 3 (tiga) tahun;

6. Bahwa  saksi  sudah  berusaha  menasihati  Penggugat  agar  rukun  lagi

dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut  telah  memberi  keterangan

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan

keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan

Penggugat,  hal  mana  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  309  RBg.,  maka kedua

saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  untuk  didengar

keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para

saksi  sepanjang  yang  mendukung  dalil  gugatan  Penggugat,  oleh  pengadilan

dinyatakan  telah  memenuhi  batas  minimal  pembuktian  dan  terhadap  dalil-dalil

gugatan  tersebut  harus  dinyatakan  telah  terbukti,  dan  oleh  pengadilan  akan

dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang,  bahwa  dengan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,

maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis,

keterangan  para  saksi  dan  hal-hal  yang  terungkap  dari  proses  pemeriksaan

perkara,  pengadilan  berpendapat,  telah  ditemukan  fakta-fakta  hukum  yang

disimpulkan sebagai berikut:
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 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah  dan  telah

dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

 Bahwa rumah tangga Penggugat  dan  Tergugat  sudah tidak  rukun  sejak

kurang lebih lima tahun lalu dikarenakan Tergugat mempunyai hutang;

 Bahwa  sejak  kurang  lebih  5  (lima)  tahun  lalu  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai

suami istri;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  diupayakan  untuk  rukun

namun tidak berhasil;

 Bahwa  Penggugat  sudah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas pengadilan berpendapat

bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus bahkan telah pisah tempat tinggal  oleh karenanya

gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum dan hal

tersebut  sesuai  dengan Yurisprudensi  MARI  Nomor:  397K/AG/1995 tanggal  25

Maret  1997 yang mengandung kaidah hukum,  apabila  suami  istri  tidak  tinggal

serumah lagi  dan tidak  ada harapan untuk  hidup rukun kembali,  maka rumah

tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116  huruf

(b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak

perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan

pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat

adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (vide

Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukan tekadnya

untuk bercerai dengan Tergugat maka pengadilan menilai hakekat dan makna dari

tujuan perkawinan tersebut,  dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah

sedemikian  rapuh  (broken  marriage),  tidak  terdapat  lagi  rasa  sakinah

(ketentraman)  dan  telah  luput  dari  rasa  mawaddah  (cinta)  dan  rahmah  (kasih

sayang)  dan  rumah  tangga  seperti  itu  tidak  memungkinkan  untuk  dirukunkan

kembali;
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Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya

telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga

bahwa  hal  itu  akan  menimbulkan  madharat yang  lebih  besar  dari  pada

maslahatnya,  padahal  menolak  kerusakan  itu  lebih  diutamakan  dari  pada

mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفاسد درؤ

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan darpada mencapai/menarik

maslahat;

Menimbang,  bahwa oleh karena itu pula pengadilan berpendapat  bahwa

perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,  karena masing-

masing  pihak  sudah  tidak  dapat  melaksanakan  dengan  baik  tugas  dan

kewajibannya sebagai suami isteri;

      Menimbang, bahwa pengadilan juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam

dalam  kitab  Ghoyatul  Marom  yang  diambil  alih  sebagai  pendapat  pengadilan

dalam putusan ini, yang berbunyi:

طلقة         القاضى عليه طلق لزوجها زوجة الرغبة عدم واذاشتد

Artinya  :  Apabila  ketidaksukaan  isteri  kepada  suami  sudah  begitu  kuat,  maka

hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur

alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  dan  pasal  116  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  terpenuhi,  oleh

karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain

shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  sesuai  ketentuan  pasal  89  (1)  Undang-undang No.  7  tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun

2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009

tentang  Peradilan  Agama,  maka  semua  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Diputuskan  pada  hari  Rabu  tanggal  11

Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah,

oleh  Rohayatun,  S.H.I.,  sebagai  Hakim  Tunggal,  putusan  tersebut  diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan

dibantu oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,

S.H.

Hakim Tunggal,

Rohayatun, S.H.I.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp     30.000,00

-  ATK Perkara : Rp    50.000,00

-  Panggilan                 : Rp   310.000,00

-  Biaya PNBP Panggilan : Rp    20.000,00

-  Redaksi : Rp     10.000,00

-  Meterai : Rp               6.000,00  

J u m l a h : Rp    426.000,00

         (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
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